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ABSTRAK 
JUANDA MAULUD AKBAR (B111 10 333). Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Aparat TNI (Studi Kasus : Nomor : 02-
K/ PM III-16 / AD / I / 2013). Dibimbing oleh Said Karim Sebagai 
Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar Sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat TNI khususnya 
tindak pidana penganiayaan Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / I / 2013.Dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus tindak 
pidana penganiayaan oleh aparat TNI khususnya putusan Nomor : 02-K/ PM 
III-16 / AD / I / 2013 . 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar yaitu Pengadilan Militer III-16 
Makassar. Dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan No. Nomor : 02-K/ PM 
III-16 / AD / I / 2013., buku- buku, dokumen, serta peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Penerapan hukum 
pidana materil dalam putusan Nomor :1. 02-K/ PM III-16 / AD / I / 2013 
Pengadilan  Milter III-16 Makassar sudah tepat karena oditur militer dalam 
dakwaan primair menerapkan Pasal 131 ayat (1) KUHPM dimana perbuatan 
terdakwa dengan memukul dan menyakiti , dengan tindakan nyata 
menyerang seorang bawahannya dan juga oditur militer mendakwakan 
kepada terdakwa dalam dakwaan subsidair dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP 
tentang tindak penganiayaan 2. Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan  dalam perkara  dengan  Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / 
I / 2013 Pengadilan  Milter III-16 Makassar menurut hemat Penulis sudah 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga 
alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga 
hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
pidana penganiayaan yang diatur pada Pasal 351 ayat (1). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini peran Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) sebagai aparat yang melindungi dan mengayomi  
masyarakat banyak tercederai oleh tindakan beberapa oknum Tentara 
Nasional Indonesia, hal ini tentu sangat merugikan dan merusak citra TNI itu 
sendiri. 
TNI yang seharusnya memiliki sikap disiplin dan sebagai pengayom 
dalam masyarakat, namun karena aparat TNI  yang pada dasarnya manusia 
biasa terkadang beberapa dari oknum ini melakukan tindakan yang 
melanggar hukum yang berlaku  di negara ini . namun apapun alasannya hal 
ini sangat disayangkan karena pada dasarnya TNI yang merupakan aparat 
yang melindungi masyarakat harus memiliki sikap mental dan perilaku yang 
sesuai dengan nilai – nilai sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik – 
baiknya. Selain itu TNI juga memiliki 8 wajib TNI yang harus dipenuhi oleh 
anggota TNI, 8 wajib TNI itu berisi , sebagai berikut1 : 
1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 
                                                             
1 http://www.kodiklat-tniad.mil.id 
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3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum. 
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya  
6. Tidak sekali- kali merugikan rakyat. 
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. 
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi 
kesulitan rakyat sekelilingnya. 
Anggota TNI harus memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi karena 
TNI merupakan contoh bagi masyarakat di sekelilingnya, dan sangat di 
sayangkan apabila TNI melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. 
Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan 
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari 
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. oleh karena 
itu seluruh aparat TNI harusnya dalam keadaan apapun dan dalam situasi 
apapun harus tetap bersikap sesuai denga aturan-aturan yang ada, karena 
TNI sekali lagi mempunyai tugas sebagai penjaga keamanan dan ancaman 
dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, bukannya justru 
aparat TNI yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat masyarakat di 
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sekitarnya merasa tidak nyaman dan merasa terancam oleh tindakan 
beberapa aparat TNI. 
Sebenarnya 8 wajib TNI mengajarkan dan membebankan terhadap 
TNI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari harus merakyat, TNI harus 
menjaga hubungan baik dengan rakyat, TNI harus mengerti dalam 
menjalankan tugasnya, kedekatan kepada rakyat memberikan TNI dorongan 
moral dan mental yang berharga dalam menjalankan fungsinya sebagai 
kekuatan pertahanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. 
Oleh karena itu tindakan beberapa anggota TNI yang melakukan 
tindak penganiayaan baik terhadap masyarakat sipil maupun terhadap 
sesama penegak hukum  di negara ini sangat di sayangkan, sikap aparat TNI 
yang seperti ini harus sangat di perhatikan dan ditindak karena dapat 
merusak citra institusi TNI. Tindakan aparat TNI yang melakukan tindak 
penganiayaan merupakan cerminan beberapa anggota TNI memiliki 
kesadaran hukum yang kurang sehingga dalam melakukan beberapa 
tindakan mengakibatkan aparat TNI tersebut melanggar displin TNI dan 
tindakan tersebut melawan hukum yang berlaku di negara ini. 
Tentunya tindakan yang seperti itu hanya bisa kita cegah dengan cara 
penegakan hukum secara baik dan benar, dalam hal ini apabila yang 
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melakukan tindak pidana adalah anggota TNI maka penyelesaian kasusnya 
tidak pada pengadilan umum tapi dilaksanakan di pengadilan militer. 
Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 
(KUHPM) Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947 : 
Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-
undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada 
kekuasan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana 
umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan 
dengan undang-undang2.  
Dalam rumusan pasal ini sangat jelas bahwa dalam penyelesaian 
kasus yang melibatkan aparat TNI apabila tindak pidana yang dilakukan tidak 
tercantum dalam KUHPM atau dalam artian aparat TNI melakukan tindak 
pidana umum maka dalam penerapan hukum tetap menggunakan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) namun diadili di lingkungan 
peradilan militer. Hal ini merupakan karakteristik dari hukum militer karena 
dalam lingkup hukum militer merupakan hkum khusus yang bersifat mandiri 
adalah karena militer mempunyai hukum yang berbeda dari instansi 
manapun3. 
Karakteristik dalam penyelesaian tindak pidana oleh aparat TNI 
mendapatkan pro dan kontra atau mendapatkan sorotan tajam dari kalangan 
masyarakat, banyak masyarakat yang menganggap dalam beberapa kasus 
                                                             
2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 
3 Brigjen TNI H.A.Afandi,2004,Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer, hal 7 
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tindak pidana militer sering kali tidak terselesaikan dengan baik atau 
terkadang tidak tersentuh oleh hukum, masyarakat terkadang menganggap 
peradilan militer adalah lembaga yang tertutup untuk umum. 
Beberapa anggapan masyarakat tersebut tidak mempunyai dasar 
yang kuat , namun pada dasarnya pengadilan militer itu tidak jauh berbeda 
dengan pengadilan umum, pengadilan militer juga bersifat terbuka untuk 
umum. 
Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis ingin meneliti 
bagaimana penyelesaian tindak pidana di lingkungan TNI khususnya dalam 
penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh aparat TNI 
dan penulis memilih dengan  judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penganiayaan Oleh Aparat TNI ( Studi Kasus Nomor: 02-K/ PM 
III-16 / AD / I / 2013 ) “ 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 
dipecahkan, sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana 
penganiyaan yang dilakukan oleh aparat TNI sebagaimana 
putusan Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / I / 2013 ? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan 
Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / I / 2013 ? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penulisan skiripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah 
dikemukakan sebelumnya , yakni : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat TNI 
khususnya tindak pidana penganiayaan Nomor : 02-K/ PM III-
16 / AD / I / 2013. 
2. Apa saja pertimbangan hukum oleh hakim dalam kasus tindak 
pidana penganiayaan oleh aparat TNI khususnya putusan 
Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / I / 2013 . 
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D. Kegunaan Penelitian . 
Penulisan skiripsi ini diharapkan oleh penulis dapat di pergunakan 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan informasi dan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. 
2. Memperkaya wawasan dalam penyelesaian tindak 
pidana , baik dalam pengadilan umum  dan pengadilan 
militer. 
3. Dapat menjadi sumber informasi bagi penegakkan 
hukum di Indonesia, agar tercipta penegakkan hukum 
yang mempunyai cita-cita luhur. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Delik 
1) Pengertian Delik 
Sebelum kita melangkah jauh mengenai tindak pidana mari kita bahas 
dulu dan pelajari tentang apakah hukum pidana itu ? hukum pidana adalah 
peraturan hukum mengenai pidana. Kata ”pidana” berarti hal yang 
“dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada 
seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang 
tidak sehari-hari dilimpahkannya4. 
Maksud dari dilimpahkannya ada suatu hubungan dengan suatu 
keadaan tertentu, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan 
betindak atau melakukan hal yang kurang baik . maka unsur ”hukuman” 
sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. 
Sedangkan Menurut Lemaire yang menjelaskan hukum pidana 
diterjemahkan dalam bahasa indonesia “Hukum pidana itu terdiri dari norma-
norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh 
pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 
hukuman,  yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus . Dengan demikian 
                                                             
4 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama , hal 1. 
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dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan sistem norma-
norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu 
keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan 
bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana 
yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”5. 
Dalam rumusan diatas Lemaire lebih menjelaskan hukum pidana 
tersebut kedalam hukum pidana materil tetapi hukum pidana bukan hanya 
hukum pidana materil , namun dalam hukum negara kita juga di kenal hukum 
pidana Formil. 
Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia, merumuskan 
hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, 
sebagai berikut : 
“Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar-dasar dan aturan 
untuk : 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa 
pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
                                                             
5 P.A.F Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, hal 2. 
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut6” 
Jadi, Moeljatno merumuskan hukum pidana materill butir 1 dan 2, 
sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana 
materil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 
sedangkan pertanggung jawaban pidana pada butir 27. 
Tibalah saatnya kita membahas lebih dalam mengenai tindak pidana 
atau delik istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu delickt, delicta atau 
delictum , delik merupakan istilah yang merupakan teknik yuridis yang hingga 
saat ini dikalangan sarjana belum ditemukan persamaan pendapat mengenai 
pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesia . 
Sedangkan delik dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah 
strafbaar feit yang berarti tindak pidana, yang sebenarnya istilah resmi dalam 
strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang 
berlaku di Indonesia, dan arti tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
                                                             
6 Wirjono Prodjodikoro, Op.cit , hal 5. 
7 Ibid 
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pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat di katakan 
merupakan “subjek” tindak pidana8 . 
Terkadang bererapa orang-orang menerjemahkan strafbaar feit 
menjadi peristiwa pidana, seperti halnya UUD Sementara 1950 namun 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu 
adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjukan kepada suatu 
kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak 
melarang orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang 
lain9 . 
Beberapa ahli hukum juga banyak mengusulkan istilah lain untuk 
pemakaian istilah A.Z Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan 
kriminal” namun A.Z Abidin juga menambahkan bahwa sebaiknya memakai 
istilah yang delik (dari bahasa Latin delictum) memang jika kita perhatikan 
para penulis dan para sarjana hukum cenderung menggunakan istilah delik10. 
Sedangkan tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh anggota 
militer sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, 
Cuma tindak pidana militer terbagi atas dua yaitu tindak pidana militer murni 
dan tindak pidana militer campuran, perbedaan antara tindak pidana murni 
                                                             
8 Ibid 
 
9 Andi Hamzah , 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Asdi Mahasatya , hal 94 
10 Andi Hamzah , Op,cit, hal 94 
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dan tindak pidana campuran ini adalah tindak pidana militer  murni adalah 
tindakan yang dilakukan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh 
anggota militer yang diatur dalam KUHPM contoh kejahatan desersi (Pasal 
87 KUHPM), sedangkan yang dimaksud tindak pidana militer  campuran 
adalah  adalah tindakan yang dilakukan oleh militer namun telah ditentukan 
dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM 
karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu 
sifat yang lain, sehingga di perlukan ancaman pidana yang lebih berat 
bahkan mungkin lebih berat dari ancaman kejahatan semula dengan 
pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut 
karena semata-mata dalam KUHP dirasakan kurang memenuhi keadilan, 
mengingat ada beberapa hal yang khusus  yang melekat pada militer. 
Ancaman pemberatan yang diatur dalam KUHPM agar memenuhi 
KUHP yang dianggap kurang memenuhi keadilan apabila milter yang 
melakukan delik dalam KUHP, yaitu : 
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 6 KUHPM ialah sebagai berikut: 
a) Pidana Utama (Pokok) meliputi : 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 
3) Pidana kurungan 
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4) Pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946) 
b) Pidana Tambahan, meliputi : 
1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa 
pencabutan haknya untuk memasuki TNI. 
2. Penurunan pangkat 
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 
ayat (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP. 
 
2) Unsur Delik 
Pandangan monistis merumuskan bahwa “semua unsur pidana adalah 
sama dengan syarat pemidanaan orang yang melakukan peristiwa pidana 
dengan memperhatikan semua semua unsur pidana”11. 
Adapun unsur-unsur delik menurut pandangan Monistis adalah
12
 : 
a. Perbuatan manusia 
b. Diancam dengan pidana 
c. Melawan hukum 
d. Dilakukan dengan kesalahan 
e. Oleh orang yang bertanggung jawab13 
                                                             
11 Yesmil Anwar, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, hal 290  
12 H Abdullah Marlang, 2009 , Pengantar Hukum Indonesia , A.S Center, hal 67 
13 Soedarto, 1996, Hukum Pidana I, Yayasan soedarto, hal. 38 
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Selanjutnya aliran dualistis, adalah sebagai berikut : 
a. Perbuatan itu mencocoki rumusan delik. 
b. Perbuatan itu melawan hukum. 
c. Tidak dasar pembenar 
Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat 
kita jabarkan kadalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi 
menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur 
objektif14. 
Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif  adalah unsur-unsur 
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si 
pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
didalam hatinya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif  adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di  dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang harus 
dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu adalah: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
                                                                                                                                                                             
 
14 H Abdullah Marlang, Op,cit, hal 67 
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2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP. 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal  340 KUHP. 
5) Perasaan takut atau vress seperti didalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP15. 
Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah  
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid. 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai 
seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan 
menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” 
di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat16. 
                                                             
15P.A.F Lamintang, Op,cit, hal 193-194. 
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 Perlu kita ingat bahwa unsur wederrechtelijk itu selalu harus dianggap 
sebagai diisyaratkan di dalam setip rumusan delik, walaupun unsur tersebut 
oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah 
satu unsur dari delik yang bersangkutan. 
 Kaitan antara unsur-unsur tindak pidana di atas dengan dengan 
masalah yang di teliti maupun dengan unsur-unsur tindak pidana milter, 
dalam penyelesaian tindak pidana jaksa tentara (Ormil) sebagai alat negara 
penegak hukum harus bertindak sesubjektif mungkin, akan menilai tiap tindak 
pidana yang dilakukan oleh anggota-anggota militer dari segi kepentingan 
hukum saja, walaupun mungkin dari segi aspek militer akibatnya akan 
menggangu kepentingan militer. 
 Jika di lingkungan hukum acara pidana umum kepentingan umum yang 
menjadi ukuran, apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan 
dituntut dimuka pengadilan atau tidak yang berwenang untuk hal itu adalah 
kejaksaan, tidak demikian halnya dalam lingkungan peradilan militer, dimana 
setelah diadakan perubahan atas Undang-undang No.6 Tahun 1950 dengan 
Undang-undang No.1 Drt Tahun 1958, maka Ormil harus memperhatikan dua 
kepentingan yaitu kepentingan hukum dan kepantingan militer, oleh karena 
itu oditur militer merupakan penasihat dari komandan yang bersangkutan 
apakah saran diterima atau tidak. Hal ini disebabkan atau sesuai dengan apa 
                                                                                                                                                                             
16 Ibid 
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yang diinginkan oleh asas unity of command,  yang membatasi ikut campur 
pihak lain dalam suatu kesatuan17. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka segala hal yang menyangkut tindak 
pidana asalkan unsur-unsur tindak pidananya memenuhi syarat walaupun itu 
masyarakat atau dari lingkungan militer maka tetap harus mendapatkan 
sanksi pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban dan tentunya 
memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak terulang lagi di waktu yang 
akan datang . 
B. Tindak Pidana Penganiayaan 
 Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana 
terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan 
tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: 
“perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam kamus 
besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang 
menyangkut  termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sedangkan yang 
dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh 
manusia. 
 Menurut Leden Marpaung menyebutkan bahwa penganiayaan adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 
                                                             
17 Moch Faisal Salam , 2002,Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia,CV Mandar Maju, hal 21-22 
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sakit  atau penderitaan kepada orang lain, akan tetapi merupakan suatu 
tindak pidana jika rasa tersebut untuk kesehatan18 . 
R. Soesilo mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi 
ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut 
yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja 
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. 
Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah 
“sengaja merusak kesehatan orang”. 
R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa 
yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan 
“merusak kesehatan”: 
1.    “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke 
kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, 
dan sebagainya.  
2.    “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, 
menempeleng, dan sebagainya. 
3.    “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan 
pisau dan lain-lain. 
4.    “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan 
berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu 
masuk angin. 
                                                             
18 Leden Marpaung ,2000, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh , Jakarta:Sinar Grafika, hal 5 
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Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan 
sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang 
diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. 
Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu 
bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa 
dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini 
pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu 
tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). 
Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan 
“melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut 
gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar 
anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di 
kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan19. 
 Sedangkan menurut soedarto yang dimaksud dengan tindak pidana 
penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan 
ditunjukan pada orang lain dan mengakibatkan sakit atau luka20 . 
 Tindak pidana penganiayaan tidak di jelaskan secara rinci dalam KUHP  
namun dalam KUHPM ada beberapa pasal yang mengatur tindak pidana 
yang menurut penulis mengarah ke tindak penganiayaan, tindak pidana 
                                                             
19 R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. 
20 Soedarto, Op.cit, hal 53 
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penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 
dimana dalam tiap-tiap pasal diatur ancaman hukumannya. 
 Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai tindak pidana 
penganiayaan dalam KUHPM terdapat juga tindak pidanana penganiayaan, 
hal ini diatur dalam Pasal 131 mengenai tindakan penganiayaan terhadap 
bawahannya. Yang kedua dalam KUHPM juga terdapat pasal yang berbeda 
yaitu Pasal 106 sampai dengan Pasal 110 tentang Insubordinasia.  
 Dilingkungan TNI atau aparat TNI melakukan tindak pidana 
penganiayaan namun unsur-unsur yang di tetapkan pada pasal KUHPM tidak 
terpenuhi, maka tetap menggunakan Pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP 
, yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP tentang penganiayaan, hal 
ini disebabkan dalam Pasal 1 KUHPM menyebutkan : 
“Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-
ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari 
buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali 
ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan 
undang-undang.” 
Yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP yang dimana pasal 
tersebut untuk menjembatani berlakunya KUHP (Buku I) terhadap 
ketentuan pidana diluar KUHP, kecualii telah ditentukan dalam undang-
undang lain. Hal ini juga dipertegas Pasal 2 KUHPM yang berisi : 
“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab 
undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang 
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tunduk pada kekuasan badan-badan peradilan militer, 
diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-
penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.” 
 Jadi sudah sangat jelas bahwa walaupun pihak militer mempunyai 
KUHPM namun dalam hal tindak pidana penganiayaan pasal yang akan 
sama dengan tindak penganiayaan, maka menggunakan pasal-pasal yang 
ada dalam KUHP,kecuali unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang 
terdapat dalam KUHPM terpenuhi. 
 Ada pun pasal-pasal KUHP dan KUHPM yang menyangkut tindak 
pidana Penganiayaan adalah sebagai berikut : 
1) Tindak Pidana Penganiayaan Umum ( Pasal 351-358) 
Pasal 351 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah,  
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun.  
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak 
kesehatan.  
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  
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Pasal 352 
(1)Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan 
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan 
ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah 
sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang 
bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.  
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  
Pasal 353 
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun.  
(2) Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun  
Pasal 354 
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  
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Pasal 355 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun.  
Pasal 356 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat 
ditambah dengan sepertiga:  
1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang 
sah, istrinya atau anaknya;  
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah;  
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.  
Pasal 357 
Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 
353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 3o 
No. 1 - 4.  
Pasal 358 
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di 
mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing 
terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:  
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1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika 
akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;  
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada 
yang mati. 
 
Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang 
bersalah untuk menentukan pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan 
dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:  
1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat 
maupun kematian 
2) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan 
3) Tindak Pidana Penganiayaan Berencana 
4) Tindak Pidana Penganiayaan Berat 
5)  Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana 
 
  1.      Tindak Pidana Penganiayaan Biasa 
Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan 
pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada 
hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan 
penganiayaan ringan. 
Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan 
biasa, yakni: 
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a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat 
maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebayak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1) 
b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2) 
c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3) 
d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4) 
Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni: 
a)      Adanya kesengajaan  
b)      Adanya perbuatan 
c)      Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa 
sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh. 
d)     Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 
 
2.      Tindak Pidana Penganiayaan Ringan 
Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan 
ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan 
atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 
dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan 
jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi 
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orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja 
padanya atau yang ada dibawah perintah.  
Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu 
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. 
Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni: 
a)      Bukan berupa penganiayaan biasa 
b)      Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau 
ibu yang sah, istri atau anaknya , terhadap pegawai negeri yang 
sedang dan atau karena menjalankan tugasanya yang sah atau 
dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan untuk dimakan atau diminum. 
c)      Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian 
 
3.      Tindak Pidana Penganiayaan Berencana 
Tindak pidana penganiayaan berencana atau dalam artian 
direncanakan lebih dahulu yaitu ada waktu berfikir dan merencanakan 
sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan. 
Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara 
waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat 
atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak 
xxxvii 
 
begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara 
tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. 
Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayanan berencana , 
yaitu: 
a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat 
atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya 4 (empat) tahun. 
b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan 
dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian  dan 
dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) 
tahun. 
Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu 
sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi 
penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat: 
a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak 
dilakukan dalam suasana batin yang tenang. 
b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk 
berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada 
tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan 
olehnya untuk berpikir. 
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c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan 
dilakukan dengan suasana hati yang tenang. 
 
4.      Tindak Pidana Penganiayaan Berat  
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau 
dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah 
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. 
Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan 
(kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang 
lain), Akibatnya (luka berat) 
Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan 
ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk 
dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. 
Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:  
a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya 
maut. 
b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas 
jabatan atau pekerjaan pencarian; 
c) Kehilangan salah satu pancaindera. 
d) Mendapat cacat berat. 
e) Menderita sakit lumpuh. 
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f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 
g)gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
 
5.      Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana 
Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini 
merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan 
penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini 
harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur 
penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian 
dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal 
akibat, kesenganjaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak 
pada kematian korban. Sebab, jika kesenganjaan terhadap matinya korban, 
maka disebut pembunuhan berencana. 
 
2) Tindak Penganiayaan Terhadap Bawahan ( Pasal 131 KUHPM ) 
Pasal 131 KUHPM 
1. Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk 
seseorang bawahan , atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan 
tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana 
penjara maksimun empat tahun. 
2. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam 
dengan pidana penjara maksimum enam tahun. 
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3. Apabila tindakan mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana 
penjara maksimum Sembilan tahun. 
4. Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hokum pidana 
umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang di terapkan. 
3) Tindak Pidana Penganiayaan terhadap atasan/Insubordinasi (Pasal 
106-110) 
Pasal 106 
1. Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang 
atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
merampas kemerdekaannya untuk bertindak , attaupun memaksanya 
melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena 
insubordinasi deengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum 
Sembilan tahun. 
2. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan 
penjara maksimum sepuluh tahun. 
3. Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan 
pidana penjara maksimum dua belas tahun. 
Pasal 107 
1. Insubordinasi dengan tindakan nyata yang terencana terlebih dahulu, 
diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun. 
2. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan 
pidana penjara maksimum dua belas tahun. 
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3. Apabila tindakan itu mengakibatkan kemattian, petindak diancam dengan 
pidana penjara maksimum lima belas tahun. 
Pasal 108 
1. Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama 
(muiterij) dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun. 
2. Petindak  diancam: 
Ke-1 dengan pidana penjara maksimum limabelas tahun, apabila 
karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau karena 
tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang 
dilakukannya tersebut, mengakibatkan luka; 
Ke-2 Dengan pidana penjara sementara maksimum  dua puluh 
tahun, apabila menyebabkan kematian. 
Pasal 109 
 Diancam  dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau 
sementara maksimum duapuluh tahun ; 
Ke-1 Insubordinasi dengan tindakan nyata dalam waktu perang ; 
Ke-2 (diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1947) 
perlawanan nyata bersama (muiterij) di perahu atau pesawat 
terbang, yang berada pada suatu tempat di mana tidak terdapat 
pertolongan yang segera. 
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Pasal 110 
 Apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan pada Pasal-pasal 106 
sampai dengan 109 dilakukan di luar dinas, petindak diancam ; 
Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 106 ayat pertama, dengan 
pidana penjara maksimum enam tahun; 
Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 106 ayat kedua, 107 ayat 
pertama, dengan pidana penjara maksimum delapan tahun; 
Dalam hal yang dirumuskan pada pasal-pasal  106 ayat ketiga, 107 
ayat kedua dan 108 ayat pertama , dengan pidana penjara maksimum 
Sembilan tahun; 
Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 107 ayat ke-3 dan 108 ayat 
kedua nomer ke-1 dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun; 
Dalam hal yang dirumuskan pada pasal-pasal 108 ayat kedua nomer 
kedua dan 109 nomer ke-1 dengan pidana penjara maksimum 
limabelas tahun. 
 
C. Riwayat Hukum Pidana Militer 
Lahirnya pengadilan militer tidak lepas dari sejarah lahirnya Bangsa 
Indonesia, di dalam Undang-undang dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang 
mengatur tentang kehidupan peradilan di Indonesia yaitu seperti yang 
tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “ kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman 
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menurut Undang-undang, sedangkan ayat(2) menetapkan bahwa susunan 
dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. 
Walaupun adanya ketentuan tersebut di atas, selaku negara yang baru 
berdiri, maka tidak mungkin melengkapi dan mengatur segala sesuatu 
dengan serentak, oleh karena itu untuk menghindari kekosongan hukum . 
Undang-undang Dasar 1945 diadakan ketentuan peralihan yang dimuat 
dalam pasal II yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada 
masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
undang Dasar ini. 
Berdasarkan ketentuan Pasal II ini seyogyanya peradilan ketentaraan 
mengambil oper peradilan ketentaraan yang berlaku pada masa penjajahan 
Jepang, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, Peradilan Ketentaraan baru di 
bentuk setelah di keluarkannya Undang-undang  No.7 tahun 1946 tentang 
adanya pengadilan ketentaraan di samping pengadilan biasa. 
Dengan adanya perobahan pada Undang-undang No.7 tahun 1946 maka 
untuk penyusuaian keluarlah peraturan pemerintah No.38 tahun 1948 yang 
merubah pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dari undang-undang No.8 tahun 
1946. 
Setelah Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, maka 
terjadi lagi perombakkan disahkan Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang 
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan 
Pengadilan Ketentaraan. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa ketua 
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pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua pengadilan ketentaraan. 
Begitu juga pada jaksa. Hal ini di sebabkan belum adanya tenaga ahli  
dikalangan tentara untuk di tempatkan pada fungsi  yang telah di tentukan. 
Dalam hal ini kita melihat bahwa Peradilan Tentara dalam arti formilnya 
sudah ada, sedangkan dalam arti materilnya maka sistem peradilan masih 
dijalankan oleh  porsenil non militer yang telah terdidik dalam bidang hukum. 
Pada tahun 1961 tenaga militer mulai banyak yang berpendidikan di 
bidang hukum, dan pada tahun ini lah diadakan pergatian tenaga-tenaga 
hakim, dan jaksa tentara dari  pengadilan negeri terhadapa anggota militer 
aktif yang telah menyelesaikan pendidikan di bidang hukum. Pergatian ini 
berdasarkan instruksi Menteri Jaksa Agung No.157/MDJAG/1961/SI tanggal 
11 april 1961 yang menginstruksikan kepada jaksa tentara pengadilan negeri 
yang merangkap jabatan supaya menyerahkan tugasnya di penadilan 
ketentaraan mereka terhadap tenaga-tenaga jaksa tentara yang bersal dari 
ABRI. 
Hal ini  untuk menyempurnakan prinsip Unity Of Comand sejajar dengan 
kehendak undang-undang No.29 tahun 1954, pada tanggal 19 september 
1961 lahirlah Surat Keputusan Bersama KASAD dan Menteri Jaksa Agung 
No.MK/KPTS-189/9/1961 dimana Menteri Jaksa Agung mengalihkan 
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wewenang, kekuasaan dan tanggung jawabnya yang behubungan dengan 
kejaksaan ketentaraan21. 
 
 
D. Perbandingan KUHP dengan Hukum Pidana Militer (KUHPM) 
Sebelum membahas materi Hukum Pidana Militer yang terdapat dalam 
KUHPM lebih dahulu akan digambarkan beberapa prinsip-prinsip umum 
terlebih dahulu yang walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam KUHPM. 
Prinsip pertama, menyangkut prinsip kesatuan hukum bagi militer, bahwa 
KUHPM berlaku untuk seluruh anggota militer. 
Hal tersebut di atas berarti baik mengenai norma-normanya maupun 
mengenai sanksinya, diadakan penyatuan.  Hal ini tidak berarti bahwa 
pembuat undang–undang tidak menginsyafi perbedaan kematraan dari 
masing-masing Angkatan, tetapi justeru pertimbangan utama didasarkan 
pada suatu pendapat umum yang menegaskan bahwa kesatuan hukum lebih 
memberi pemuasan terhadap kesadaran hukum dan lebih dapat mencegah 
kesulitan-kesilitan dalam praktek. 
                                                             
21 Moch Faisal Salam , Op.cit,hal 21-22 
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Prinsip kedua, ada beberapa pendapat yang menghendaki supaya 
KUHPM disatukan saja dalam KUHP. Alasan-alasan yang dikemukakan, 
antara lain22 : 
a. Bahwa Hukum Pidana Umum berlaku juga kepada setiap 
Militer. Sekiranya sanksi-sanksi pidana yang dicantumkan 
dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang berat, dapat 
diperberat dengan penerapan Pasal 52 KUHP. 
b. Mengenai tindak pidana militer murni, dapat diadakan tersendiri 
dalam satu Bab pada Buku Kedua KUHP seperti “Kejahatan 
Jabatan” misalnya.  
c. Mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan 
pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam 
Hukum Disiplin Militer. 
 
E. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
Berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 2004 tujuan pembentukan 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara 
                                                             
22 S.R Sianturi., Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional 
Indonesia,  Jakarta:  2010.  
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untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, 
dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk 
perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas 
pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 
Menurut Pasal 2 Undang-undang No.34 tahun 2004 jati diri Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) , yaitu : 
  
 a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal 
dari warga negara Indonesia; 
  
  b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang 
menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan 
menyelesaikan tugasnya; 
  
  c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia 
yang bertugas demi kepentingan negara di atas 
kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan 
  
  d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, 
diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak 
berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti 
kebijakan politik negara yang menganut prinsip 
demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan 
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hukum nasional, dan hukum internasional yang telah 
diratifikasi. 
 Sedangkan pada Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Militer yang dimaksud tentara ialah : 
 (1)   mereka yang dalam Angkatan Perang secara sukarela membuat 
ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang 
sebenarnya, selama waktu seluruhnya dari ikatan dinas itu. 
 (2)   Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para 
militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang 
sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya 
dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan 
yang diatur dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHP. 
 Tugas dan wewenanga TNI Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas 
pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 
bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan: 
xlix 
 
1. Operasi militer untuk perang 
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:  
1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata 
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata 
3. Mengatasi aksi terorisme 
4. Mengamankan wilayah perbatasan 
5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat 
strategis 
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan 
kebijakan politik luar negeri 
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta 
keluarganya 
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 
pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem 
pertahanan semesta 
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah 
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban 
masyarakat yang diatur dalam undang-undang 
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat 
kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang 
sedang berada di Indonesia 
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12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, 
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan 
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam 
kecelakaan  
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran 
dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, 
dan penyelundupan. 
Kemudian ayat (3) berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 
F. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Di Indonesia sarjana hukum membedakan istilah hukuman dan pidana 
yang dalam bahasa Belanda hanya di kenal dengan satu kata atau istilah 
untuk keduanya  yaitu straf ,istilah hukum adalah istilah umum untuk segala 
macam-macam sanksi baik perdata, admistratif, disiplin dan pidana. 
Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum 
pidana. 
Berbagai  pandangan  para  ahli  tentang  memandang  pidana 
sebagai nestapa, 
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tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  nestapa  atau  penderitaan  itu  merupakan 
suatu  unsur  yang  memang  ada  dalam  suatu  pidana.  Dari beberapa 
pandangan diatas 
bahwa  dalam  pengertian  pidana  terkandung  unsur  penderitaan  tidaklah 
dapat  disangkal.  Namun Penderitaan dan nestapa yang terkandung dalam 
unsur pidana harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan 
kesalahan. Jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar 
yang membebaskan dan yang memberi  kemungkinan  bertobat dengan 
penuh keyakinan. 
2. Jenis-jenis Pidana 
Bentuk-bentuk hukuman pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 
KUHP bab ke-2 dimulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. KUHP 
sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci dan 
merumuskan tentang bentuk-bentuk pidana yang berlaku di Indonesia. 
Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. 
Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, 
pidana pokok dan kedua, pidana tambahan. 
Pidana pokok terdiri dari (Hoofd Straffen): 
A. Pidana mati 
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B. Pidana penjara 
C. Pidanan kurungan 
D. Pidana denda 
 Pidana pokok dalam hukum pidana militer tidak berbeda cuma dalam 
penerapan pidana tambahan sedikit berbeda . 
Adapun pidana tambahan terdiri dari (Bijkomende Straffen): 
A. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
B. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
C. Pidana pengumuman keputusan hakim. 
Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 
adapun pidana tambahannya adalah sebagai berikut : 
a. ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa 
pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan 
Bersenjata; 
b. ke-2, Penurunan pangkat; 
c. ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 
35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Di atas telah disebutkan bahwa dalam KUHP pidana dibedakan 
menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan 
perbedaan antara kedua yaitu: 
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1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan 
(imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya 
fakultatif. 
Penjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila 
seseorang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, 
maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana 
pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang 
diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. 
Sedangkan penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat 
fakultatif maksudnya adalah hukuman tambahan ini hanya 
dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, dan 
penjatuhan hukuman tambahan bersifat fakultatif, artinya hakim 
tidak diharuskan untuk menjatuhkan hukuman tambahan (hakim 
boleh memilih). 
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan 
menjatuhkan pidana tambahan (berdiri sendiri), sedangkan 
menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa 
dengan menjatuhkan pidana pokok. 
Dalam hal ini telah jelas bahwa pidana tambahan tidak dapat 
dijatuhkan kecuali setelah adanya penjatuhan pidana pokok, 
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artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana 
tambahan tidak dapat berdiri sendiri. 
Secara rinci kita akan membahasa jenis-jenis pidana yang diatur Pasal 
10 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , sebagai berikut : 
1) Pidana Pokok 
a. Pidana Mati 
Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-
jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP bab 2 
pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu 
yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan 
manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan 
hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra 
dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. 
Bahkan beberapa negara di dunia sudah banyak yang 
menghapuskan pidana mati, di Indonesia terjadi hal yang 
sebaliknya, semakin banyak pasal yang diancam dengan pidana 
mati di dalam KUHP keseluruhannya sudah menjadi 9 buah, 
contohnya Pasal 104 dan Pasal 340 KUHP. 
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Diluar KUHP pun ada beberapa Undang-undang yang 
mencantumkan pidana mati sebagai ancamannya contohnya 
Undang-undang Narkotika (UU No.9 tahun 1976)23. 
Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan 
dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah 
memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang 
yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh 
karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu 
hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat 
ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana 
yang dikatakan oleh Van Hammel adalah benar yaitu untuk 
membinasakan. 
Pendapat yang yang lain mengatakan bahwa hukuman mati 
sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila 
pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan 
harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya 
maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu 
tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun 
memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada 
tindakan yang sama. 
                                                             
23 Andi Hamzah , Op,cit, hal 196 
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Pada tanggal 11 desember 1977 di Deklarasi Stockholm, 
Amnesti Internasional telah menyerukan penghapusan pidana 
mati di seluruh dunia. Di Indonesia ada fiat eksekusi dari presiden 
berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak 
mengajukan permohonan grasi.  Pidana mati ditunda jika 
terpidana mati sakit jiwa atau wanita itu sedang hamil, hal ini 
sesuai ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan 
dengan memperhatikan perikemanusiaan24. 
b. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana 
kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana 
penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia 
pengasingan ke Siberia dan juga berupa penjahat-penjahat 
inggris ke Australia.  
Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 
hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup 
hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati 
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atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun ). Jadi, 
pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun. 
Pengecualian terhadap di luar KUHP, yaitu dalam Undang-
undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (UU Nomor 3 
tahun 1971), maksimun ialah pidana seumur hidup tanpa ada 
pidana mati25. 
Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem 
pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana 
penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), di berbagai 
negeri telah dipikirkan usaha-usaha untuk mengganti pidana 
penjara itu dengan alternatif lain. Pada uraian mengenai pidana 
denda di belakang di katakan bahwa negeri Belanda telah 
diberlakukan ketentuan baru yang menyatakan bahwa hakim 
dapat mengganti pidana penjara ringan dengan pidana denda 
walaupun ancaman pidana denda tidak tercantum dalam 
ketentuan pidana yang bersangkutan. 
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c) Pidana Kurungan 
Menurut Vos26, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua 
tujuan. Pertama, ialah sebagai custodia honesta untuk delik yang 
menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan 
beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 
182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal 
tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos 
sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang 
kedua sebagai coustodia simplex, suatu perampasan 
kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi 
delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana 
pokok. Khusus Untuk Negeri Belanda (di Indonesia tidak ) 
terdapat pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu 
penempatan di tempat kerja negara27. 
 Pada delik dolus tidak ada pidana kurungan, kecuali dalam satu 
pasal di atur tentang unsur sengaja dan culpa seperti pasal 483 
dan 484 KUHP (Vos menyebut artikel padananya di Negeri 
Belanda, yaitu Artikel 418 dan 419 WvS). Sebaliknya terdapat 
pidana penjara pada delik culpa, alternatif dari pidana kurungan 
yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan culpa 
                                                             
26A.Z. Abidin Farid,  2006, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, PT Rajagrafindo Persada, hal 291 
27 Ibid 
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contohnya  ialah Pasal 293 KUHP (Vos menyebut artikel 248 ter 
WvS). Mengapa ada pidana penjara pada delik culpa menurut 
Vos  karena sulitnya menarik garis pemisah antara sengaja dan 
culpa 
 Sebenarnya ada contoh yang lebih tepat, dimana hanya ada 
pidana penjara pda delik culpa, yaitu Pasal 359 KUHP yang 
berbunyi: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matiya 
orang, dipidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan 
paling lama satu tahun. 
 Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam hal 
pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan 
ketempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, 
tanpa kemauannya sendiri. Menurut Jonkers, ketentuan ini 
dipandang lebih ringan bagi orang indonesia, karena bagi mereka 
pindah ketempat lain dipandang berat, jauh dari sanak keluarga 
dan handai tolan 
 Perbedaan lebih lanjut, ialah pekerjaan yang dibebankan 
kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana 
penjara (Pasal 19 Ayat 2 KUHP). Lebih berat bagi orang 
indonesia menurut Jonkers, karena umumnya terdiri dari petani, 
sehingga sulit bekerja di penjara sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan kepenjaraan. 
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d) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua 
daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati. 
Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk 
masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif. Pada 
zaman majapahit telah terkenal adanya pidana denda. Begtu pula 
pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia28. 
Kadang-kadang berupa ganti kerugian, kadang-kadang 
berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti 
babi, kerbau, dan lain-lain. Di Irian Jaya (Teluk Sudarso) pun 
terdapat denda adat semacam itu. Kadang-kadang denda 
semacam itu dijatuhkan kepada masyarakat atau suku dimana 
pelanggar hukum itu menjadi anggota. 
Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan 
terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan 
ringan29. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-
satunya pdana yang dapat dipukul oleh orang lain selain 
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 
                                                             
28 Andi Hamzah , Op,cit, hal 206 
29 Abdullah Marlang, Op,cit ,hal 82 
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pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar 
oleh orang atas nama terpidana. 
 
e) Pidana Tutupan . 
Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang 
melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang 
dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak 
pernah ketentuan tersebut di terapkan. 
Pidana tutupan dimaksud dapat menggantikan hukuman 
penjara dalam hal orang yang melakukan kejahatan diancam 
dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang 
patut dihormati. Tetapi hal itu tergantung pada hakim. Kalau 
menurut pendapat hakim perbuatan yang merupakan kejahatan 
atau acara melakukan perbuatan itu atau akibat perbuatan itu 
hukuman penjara lebih pada tempatnya, maka hakim 
menjatuhkan hukuman penjara. 
2) Pidana Tambahan dalam Hukum Disiplin Militer 
Hukuman Disiplin Militer adalah benar-benar merupakan 
tindakan pendidikan bagi seseorang militer yang dijatuhi hukuman 
tersebut, disamping dikenal adanya tindakan pembinaan (opvoedende 
maatregel) yang erat sekali hubungannya dengan pembinaan (disiplin) 
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militer. Pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan 
militer  dan penjeraan dan lebih ditekankan kepada pendidikan 
militernya, selama terpidana (militer) tidak dipecat dari dinas militer. 
Dalam menjatuhkan sanksi disiplin militer, menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Displin Militer (KUHDM) para anggota militer 
yang telah melanggar ketentuan disiplin, akan mendapatkan sanksi 
disiplin sebagaimana diatur dalam KUHDM, yaitu : 
Ke-1  tegoran; 
Ke-2  penahanan 
Ke-3  pemotongan gaji 
Ke-4  penurunan pangkat 
Ke-5  pengurangan makan untuk anggota militer yang 
berpangkat bintara 
Ke-6  pemecatan dari dinas kemiliteran. 
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G. Pertimbangan Hakim dan Pemberatan dalam Penjatuhan Pidana. 
1. Pertimbangan Hakim 
A. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta 
dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari 
keterengan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. 
Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, 
dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga 
melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan.Pertimbangan hakim dalam 
putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, 
yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-
unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan.  
B. Pertimbangan Non Yuridis (Sosologis) 
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan 
sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat Justitia et 
pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun 
nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam 
memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang 
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dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak 
hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.  
Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu : 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
di masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni liingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulann hidup. 
2. Pemberatan Dalam Penjatuhan Pidana 
a. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukaan dalam Pasal 52 KHUP yang 
rumusan lengkapnya adalah bilamana seorang pejabat karena melakukan 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu 
melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana 
yang diberikan kepada jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. 
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Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP ini adalah 
terletak pada keadaanjabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai 
negeri), ada 4 (empat) hal dalam melakukan tindak pidana dengan30: 
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya 
2. Memakai kekuasaan jabatannya 
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya 
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya 
Jadi pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP ini berlaku 
umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan 
pelanggaran jabatan. Walaupun subjek hukum kejahatan pelanggaran 
jabatan adalah sama yakni pegawai negeri tetapi ada perbedaan antara 
tindak pidana dengan memperberat atas dasar Pasal 52 KUHP ini dengan 
kejahatan dan pelanggaran jabatan. 
b. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan 
(Recidive) 
Ada dua arti pengulangan, yaitu pengulangan, yang satu menurut 
masyarakat (social) dan yang lain dalam hukum pidana. Yang pertama, 
masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah pidana, 
menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disana ada 
                                                             
30 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana,  Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, hal 73 
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pengulangan, tanpa memperlihatkan syarat-syarat lainnya. Tetapi 
pengulangan dalam arti pidana,  yang merupakan dasar pemberat pidana ini, 
tidak cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi 
dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Undang-Undang31. 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum 
(general recidive)  yang artinya melakukan pengulangan berlaku untuk dan 
terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP kita 
mengatur sebagai berikut:  
1) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak 
pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 
KUHP. 
2) Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 368, 387,  dan 388 itu 
KUHP juga menentukan pidana khusus tertentu yang dapat  
terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), 487 ayat (2), 
495 ayat (2) dan 501 ayat (3). 
 
 
                                                             
31 Ibid 
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c. Dasar Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan 
Sarana Bendera Kebangsaan. 
Melakukan suatu tindakan pidana dengan menggunakan sarana 
karena bendera dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHP yang berbunyi : 
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan 
Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. 
Ketentuan ini ditambahkan kedalam KUHP berdasarkan Undang-
Undang No. 73 Tahun 1958. Alasan pemberatan pidana yang diletakkan 
pada penggunaan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dari sudut 
objektif dapat mengelabui orang-orang dapat menimbulkan kesan seolah-
olah apa yang dapat dilakukan  si pembuat itu adalah suatu perbuatan yang 
resmi, sehingga oleh karenannya dapat memperlancar atau mempermudah si 
pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan. 
Dalam Pasal 52 a KUHP ini tidak ditentukan tentang bagaimana 
caranya dalam memnggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan 
kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara apapun, yang 
penting kejahatan itu terwujud. 
Oleh karena itu dalam Pasal 52 a ini disebutkan secara tegas 
penggunaan bendera kebangsaan adalah waktu melakukan kejahatan, maka 
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disana tidak berlaku pada pelanggaran. Disini berlaku pada kejatan 
manapun, termasuk kejahatan menurut Undang-Undang diluar KUHP. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu 
pendekatan yuridis normatif,  sehingga penulis menggunakan pendekatan 
peraturan perundang-undangan. 
 Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas 
Hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian 
terhadap pengertian dasar sistematik hukum mengenai peristiwa hukum atau 
hubungan yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang 
berlaku untuk peristiwa hkum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan 
kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan 
permasalahan penilitian. 
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B. Lokasi Penelitian  
 Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di 
Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai lokasi penelitian. Karena 
banyaknya kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat TNI yang 
sementara  ditangani ditempat tersebut.  Dan juga Pengadilan Militer III-16 
Makassar merupakan pengadilan khusus untuk aparat TNI yang melakukan 
tindak pidana. 
C. Jenis Data 
Adapun sumber atau jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pakar atau hakim , narasumber , dan pihak-
pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari  
instansi yang berkaitan dengan penelitian, literature, serta 
peraturan-peraturan yang ada relevansinya denganmateri yang 
dibahas. 
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D. Jenis Penelitian. 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
dan artikel-artikel. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data priimer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian 
ini. 
E. Analisis Data 
Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah 
selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan masalah yang 
diperoleh dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga didapatkan 
suatu bahan kajian masalah dengan metode deduktif. 
Metode deduktif adalah pola berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang 
bersifat umum kemudian dibahas berdasarkan Hukum secara khusus dalam 
teori dan prakteknya untuk diteliti sehinggah analisis tersebut dapat 
dilaporkan dan disusun dalam bentuk skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Tindak Pidana 
Penganiayaan oleh  Aparat TNI di Pengadilan Militer III-16 
Makassar  (Putusan Nomor : 02-K/PM III-16/AD/I/2013) 
Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam 
memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah 
menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara 
Terdakwa :  
Nama Lengkap  : Abdul Sadar, SR. 
Pangkat/Nrp  : Kapten Inf /533071.  
Jabatan    : Dantim Intel.  
Kesatuan   : Korem 142/Tatag.  
Tempat tanggal lahir : Kab. Polmas Sulbar, 10 Januari 1965.  
Jenis kelamin  : Laki-laki. 
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama   : I s l a m.            
Tempat tinggal  : Asrama Korem 142/Tatag Kota Pare-pare. 
 
Pertama : 
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Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut 
dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Lima belas bulan Juni tahun 2000 
duabelas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl. Kusuma Kota Pare-
pare, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah 
hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : 
“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk 
seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan 
tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”, yang dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 
melalui pendidikan Secata  Gel I di Malino Rindam VII/Wrb selama 
empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 
selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. 
Bone selama tiga bulan dan  setelah selesai  ditempatkan di Rindam 
VII/Wrb, kemudian setelah mengalami beberapa alih tugas dan 
jabatan serta pendidikan, terakhir pada bulan Januari 2012 
Terdakwa ditempatkan di Korem 142/Ttg  sampai saat melakukan 
perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif 
dengan pangkat Kapten Inf NRP. 533071. 
b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Asril Taufiq Arsyad (Saksi-1) 
sejak tahun 2009 di Makorem 142/Tatag dalam hubungan atasan 
dengan bawahan dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 adalah 
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bawahan Terdakwa di Korem 142/Tatag, tetapi tidak ada hubungan 
keluarga. 
c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 20.00 
Wita saat Terdakwa bersama anggotanya A.n. Sertu Muh. Tahir 
(Saksi-7) dan Pratu Rahmatullah (Saksi-8) berada di hotel Gazzaz di 
Jl. Daeng Paranni Kota Pare-pare mengikuti rombongan Kasdam 
VII/Wrb telah menerima telepon dari anggota BIN A.n. Sdr. Anton 
yang memberitahukan kalau di Jl. Kusuma Kota Pare- pare ada 
anggota Korem 142/Tatag (Saksi-1) sedang mengamuk dan 
mengancam masyarakat lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-7 dan 
Saksi-8 untuk mendatangi rumah Saksi-1. 
d. Bahwa setibanya Saksi-7 dan Saksi-8 di rumah Saksi-1 sudah ada 
Serka Sahrum Sidalle (Saksi-4) Ba Unit Intel Kodim 1405/Mlts, Serka 
Agus Bakri (Saksi-5) anggota Intel Kodim 1405/Mlts, Serda Hendikus 
Lado (Saksi-6) Danru Provoost Korem 142/Tatag, Serda Sanusi Ba 
Intel Korem 142/Tatag dan Sdr. Idris Dalli (saksi-3) yang kebetulan 
rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi-1 lalu Saksi-3 
mengatakan kepada Saksi-1 “Pak Asril mengamuk di rumah saya, 
kenapa saya dituduh menyembunyikan isterinya?” tidak lama 
kemudian datang terdakwa lalu memerintahkan Saksi-4 untuk 
memanggil Saksi-1 di dalam rumah Saksi-1. 
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e. Bahwa setelah Saksi-1 keluar dari dalam rumahnya selanjutnya 
Saksi-1 langsung menghadap Terdakwa selanjutnya tanpa banyak 
bicara Terdakwa langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 
sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-1 mundur beberapa langkah ke 
belakang lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk merapat 
kembali kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara meninju 
dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali 
mengenai bagian pipi kanan dan dahi sebelah kanan hingga Saksi-1 
merasa pusing dan mundur kurang lebih 4 (empat) langkah akhirnya 
terjatuh ke tanah.   
f. Bahwa   kemudian  Terdakwa  memerintahkan    kepada  Saksi-6, 
Saksi-7 dan Saksi-8 untuk membawa Saksi-1 masuk kedalam rumah 
Saksi-1 lalu Saksi-1 menghubungi temannya pengemudi Taxi Mitra 
Utama A.n. Sdr. Ladanrem lalu Saksi-1 pergi ke RS.Sumatri 
Parepare menggunakan mobil Taxi untuk mendapatkan perawatan 
selanjutnya Saksi-1 dirujuk ke RS. Pelamonia Makassar dan dirawat 
selama 3 (tiga) hari.   
g. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap bawahannya 
(Saksi-1) dikarenakan merasa emosi setelah menerima laporan dari 
Sdr. Anton (anggota BIN) kalau Saksi-1 telah melakukan keributan 
dan mengancam serta menuduh Saksi-3 menyembunyikan isterinya 
A.n. Sdri. Marini (Saksi-2) di rumah Saksi-3. 
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h. Bahwa perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari 
RS. TK. IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor R/09/VI/2012 A.n. 
Asril Taufik Arsyad yang ditandatangani oleh dr. Jumriani Kamila 
didapatkan hasil luka bengkak/memar warna merah kebiruan pada 
dahi ukuran kurangt lebih 4X5 cm dan bengkak pada tulang pipi 
sebelah kanan warna kebiruan ukuran kurang lebih 5X5 cm dengan 
kesimpulan Luka bengkak dan memar diakibatkan oleh benda 
tumpul.   
 
Atau 
Kedua : 
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di 
bawah ini, yaitu  hari Jumat tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 
duabelas, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam tahun 2012 di Jl. 
Kusuma Kota Parepare,   atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang 
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan 
tindak pidana : 
“Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 
1983 melalui pendidikan Secata  Gel I di Malino Rindam VII/Wrb 
selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat 
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Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di 
Bancee Kab. Bone selama tiga bulan dan  setelah selesai  
ditempatkan di Rindam VII/Wrb, kemudian setelah mengalami 
beberapa alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada 
bulan Januari 2012 Terdakwa ditempatkan di Korem 142/Ttg  
sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 533071. 
b) Bahwa    Terdakwa  kenal dengan Sertu Asril taufiq Arsyad 
(Saksi-1) sejak tahun 2009 di Makorem 142/Tatag, tetapi antara 
Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga. 
c) Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 20.00 
Wita saat Terdakwa bersama dengan anggotanya A.n. Sertu 
Muh. Tahir (Saksi-7) dan Pratu Rahmatullah (Saksi-8) berada di 
Hotel Gazzaz di Jl. Daeng Paranni Kota Parepare untuk 
mengikuti rombongan Kasdam VII/Wrb telah menerima telpon 
dari anggota seseorang yang tidak dikenal sedang mengamuk 
dan mengancam masyarakat selanjutnya Terdakwa 
memerintahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 untuk mendatangi 
rumah Saksi-1. 
d) Bahwa setibanya Saksi-7 dan Saksi-8 di rumah Saksi-1 sudah 
ada Serka Sahrum Sidalle (Saksi-4) Ba Unit Intel Kodim 
1405/Mlts, Serka Agus Bakri (Saksi-5) anggota Intel Kodim 
1405/Mlts, Serda Hendikus Lado (Saksi-6) Danru Provoost 
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Korem 142/Tatag, Serda Sanusi Ba Intel Korem 142/Tatag dan 
Sdr. Idris Dalli (saksi-3) yang kebetulan rumahnya bersebelahan 
dengan rumah Saksi-1 lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 
“Pak Asril mengamuk di rumah saya, kenapa saya dituduh 
menyembunyikan isterinya?” tidak lama kemudian datang 
terdakwa lalu memerintahkan Saksi-4 untuk memanggil Saksi-1 
di dalam rumah Saksi-1. 
e) Bahwa setelah Saksi-1 keluar dari dalam rumahnya selanjutnya 
Saksi-1 langsung menghadap Terdakwa selanjutnya tanpa 
banyak bicara Terdakwa langsung menampar pipi kiri dan pipi 
kanan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-1 mundur 
beberapa langkah ke belakang lalu Terdakwa memerintahkan 
Saksi-1 untuk merapat kembali kemudian Terdakwa memukul 
Saksi-1 dengan cara meninju dengan menggunakan tangan 
mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kanan 
dan dahi sebelah kanan hingga Saksi-1 merasa pusing dan 
mundur kurang lebih 4 (empat) langkah akhirnya terjatuh ke 
tanah, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-6, 
Saksi-7 dan Saksi-8 untuk membawa Saksi-1 masuk kedalam 
rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 menghubungi temannya pengemudi 
Taxi Mitra Utama A.n. Sdr. Ladanrem lalu Saksi-1 pergi ke RS. 
Sumatri Parepare menggunakan mobil Taxi untuk mendapatkan 
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perawatan selanjutnya Saksi-1 dirujuk ke RS. Pelamonia 
Makassar dan dirawat selama 3 (tiga) hari. 
f) Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap bawahannya 
(Saksi-1) dikarenakan merasa emosi setelah menerima laporan 
dari Sdr. Anton (anggota BIN) kalau Saksi-1 telah melakukan 
keributan dan mengancam serta menuduh Saksi-3 
menyembunyikan isterinya A.n. Sdri. Marini (Saksi-2) di rumah 
Saksi-3. 
g) Bahwa perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum 
dari RS. TK. IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor 
R/09/VI/2012 A.n. Asril Taufik Arsyad yang ditandatangani oleh 
dr. Jumriani Kamila didapatkan hasil luka bengkak/memar warna 
merah kebiruan pada dahi ukuran kurangt lebih 4X5 cm dan 
bengkak pada tulang pipi sebelah kanan warna kebiruan ukuran 
kurang lebih 5X5 cm dengan kesimpulan Luka bengkak dan 
memar diakibatkan oleh benda tumpul. 
Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah 
cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam dengan pidana yang tercantum dalam : 
 
Primair : Pasal 131 ayat (1) KUHPM. 
Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
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Analisis Penulis 
Dalam peradilan militer ada sedikit perbedaan dengan peradilan umum 
yang biasa kita kenal, apabila dalam peradilan umum yang menyusun surat 
dakwaan maka dalam peradilan militer yang menyusun surat dakwaan 
adalah oditur militer. 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 31 tahun 1997 
Tentang Peradilan Militer, menyebutkan Oditur Militer dan Oditur Militer 
Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau 
penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan 
dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai 
penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. 
Dalam Undang-undang tersebut sangat jelas bahwa dalam 
penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer, tidak dikenal penuntut 
umum namun lebih dikenal sebagai oditur, namun dalam pelaksanaannya 
tugas oditur sama dengan penuntut umum. 
Surat Dakwaan yang di buat oleh Oditur Militer tidak mempunyai 
perbedaan dengan jaksa penuntut umum dalam melakukan penyusunan 
surat dakwaan, dalam surat dakwaan diatas memiliki juga syarat materil dan 
syarat formil. Sama halnya dengan pengadilan pada umumnya, dalam 
pengadilan militer surat dakwaan juga penting kedudukannya dalam dalam 
proses penyelesaian perkara pidana, maka dari itu oditur militer harus cermat 
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dan di tuntut harus memiliki kemampuan professional dalam menyusun surat 
dakwaan . 
Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan diartikan sebagai surat 
atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan 
penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar 
dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang 
menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan32. 
Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP sebagai berikut:  
“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi:  
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan tersangka;  
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”   
Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, mengandung makna 
esensial bahwa ada dua syarat yang harus diperhatikan dalam surat 
                                                             
32 Harun M. Husein, 2005, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Rineka 
Cipta, Jakarta, hlm. 44. 
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dakwaan, yaitu syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a 
KUHAP dan syarat materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b 
KUHAP. 
Berikut akan diuraikan syarat formil dan syarat materil yang terkadung 
dalam dakwaan tersebut, yaitu:  
a. Syarat formil  
Syarat formil terkait dengan identitas terdakwa, dalam hal ini terdakwa 
dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat, yaitu: 
Nama Lengkap  : Abdul Sadar, SR. 
Pangkat/Nrp  : Kapten Inf /533071.  
Jabatan    : Dantim Intel.  
Kesatuan   : Korem 142/Tatag.  
Tempat tanggal lahir : Kab. Polmas Sulbar, 10 Januari 1965.  
Jenis kelamin  : Laki-laki. 
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama   : I s l a m.            
Tempat tinggal  : Asrama Korem 142/Tatag Kota Pare-pare. 
b. Syarat materil  
Syarat materil berkaitan erat dengan penerapan hukum materil 
terhadap suatu perkara. Dalam hal tindak pidana yang didakwakan oleh 
oditur militer adalah : 
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1. Pasal 131(1) KUHPM 
Pasal 131 (1) KUHPM mengatur mengenai 
penganiayaan yang dilakukan anggota TNI (Militer) terhadap 
bawahannya, yang rumusannya sebagai berikut : 
“ Militer yang dalam dinas, dengan sengaja 
memukul atau menumbuk seseorang bawahan, 
atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan 
tindakan nyata mengancam dengan cara lain 
menyakitinya atau dengan tindakan nyata 
mengancam dengan kekerasan “ 
Penulis akan menguraikan unsur-unsur pada Pasal 131 
(1) KUHPM tersebut yang terdiri dari: 
 
a) Unsur Kesatu : Militer 
Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang 
berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan 
berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan 
dinas tersebut (disebut Militer) ataupun sukarelawan lainnya pada angkatan 
perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut 
Milwa).  
Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan 
Yustisiabel (masuk dalam Kewenangan)  Peradilan militer yang berarti 
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kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum 
Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Pidana Umum, termasuk disini 
Terdakwa sebagai Anggota Militer/ TNI.  
Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan 
Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur dalam berdasarkan 
peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 
tentang TNI.  
Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP 
(Nomor Registrasi Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan 
tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya 
lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.   
Dari fakta diatas dengan demikian penulis berpendapat bahwa unsur 
kesatu  “Militer”  telah terpenuhi. 
 
b) Unsur Kedua “Yang dalam dinas” 
Dalam unsur kedua ini maksud dari yang dalam dinas adalah aparat 
atau anggota yang bersangkutan dalam dinas atau jam kerja, ataupun aparat 
TNI yang melakukan penjagaan posko. 
Jadi Pasal ini mengatur apabila tindakan kekerasan dilakukan di jam 
dinas maka unsur dalam pasal ini terpenuhi, apabila dilakukan di luar jam 
dinas atau kedinasan maka pasal ini tidak boleh didakwakan. 
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c) Unsur Ketiga “Dengan sengaja” 
Dalam hal kesengajaan, terdapat dua teori yaitu teori kehendak 
(willstheorie) dan teori pengetahuan (voorstellings theorie). Menurut teori 
kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk 
mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak 
pidana. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui 
atau dapat dibayangkan petindak sebelum ia mewujudkan perbuatan 
sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana33. 
Dalam MvT terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pidana 
pada umumnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan 
perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Mengenai 
kesengajaan sebagai willens en wetens sebagaimana yang dimaksud dalam 
MvT adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan 
mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur 
lain yang ada sekitar perbuatannya itu34. 
Dalam Pasal 131 (1) KUHPM terdapat unsur dengan sengaja memukul 
atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya 
atau dengan tindakan nyata mengancam dengan cara lain menyakitinya atau 
dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, penulis menganggap 
Pasal 131 (1) KUHPM menjelaskan bagaimana tindak pidana penganiayaan, 
                                                             
33 Adami Chazawi, 2010, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 65. 
34 Ibid., hlm. 65-68. 
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namun dalam hal ini Pasal 131 (1) KUHPM ini berbeda dengan pasal tindak 
pidana penganiayaan yang ada dalam KUHP  ( Pasal 351) karena dalam 
pasal ini terdapat kata “seseorang bawahan” , penulis berpendapat pasal ini 
merupakan gambaran tindak pidana penganiayaan, namun penganiayaan 
yang dilakukan oleh militer / TNI terhadap bawahannya. 
Dalam Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
yang disahkan dengan keputusan panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 
tanggal 10 agustus 2005, Pasal 14 menjelaskan hubungan atasan dan 
bawahan, sebagai berikut : 
a) Atasan yang karena pangkatnya berkedudukan lebih tinggi 
adalah : 
1) Setiap prajurit yang pangkatnya lebih tinggi 
daripada pangkat prajurit yang lain. 
2) Dalam hal pangkatnya sama, maka kedudukannya 
di tinjau dari lamanya menyandang pangkat. 
3) Dalam hal pangkatnya sama, lama menyandang 
pangkat yang sama, maka kedudukannya ditinjau 
dari lamanya memangku jabatan setingkat. 
4) Dalam hal pangkatnya sama, lamanya 
menyandang pangkat sama, lamanya memangku 
jabatan setingkat sama, maka kedudukannya 
ditinjau dari lamanya prajurit. 
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5) Dalam hal pangkatnya sama, lamanya 
menyandang pangkat sama, lamanya menjadi 
prajurit sama, maka kedudukannya ditinjau dari 
usianya. 
b) Atasan yang karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi 
adalah atasan yang memangku jabatan sesuai dengan tingkat 
jabatan berdasarkan struktur organisasi atau berdasarkan 
penunjukan lebih tinggi daripada jabatan yang lain. 
Dan dalam peraturan disiplin yang sama dalam Pasal 15 juga terdapat 
penjelasan mengenai maksud dari kata bawahan dalam lingkungan 
militer/TNI, yaitu : 
“Bawahan adalah prajurit yang karena pangkatnya dan atau 
jabatannya berkedudukan lebih rendah dari pada pangkat dan/atau 
jabatan prajurit lainnya.” 
 
Dalam hal ini sudah sangat tepat dalam penerapan pasalnya sesuai 
dengan data dari dakwaan memang terdakwwa merupakan atasan dari 
korban, maka digunakan Pasal 131, karena dalam pidana militer apabila 
dilakukan sebaliknya maka pasal yang digunakan adalah pasal yang 
berbeda.  
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2. Pasal 351 (1) KUHP 
 Pasal 351 (1) KUHP mengatur mengenai penganiayaan, yang 
rumusannya sebagai berikut : 
“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.” 
 
 Penulis akan menguraikan unsur-unsur pada Pasal 131 (1) KUHPM 
yang didakwakan oleh oditur militer tersebut yang terdiri dari: 
 
a) Unsur Kesatu “Barang Siapa” 
 Barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pelaku dari 
suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan segala akibat 
dari perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  berupa 
adanya kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, 
barangsiapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Abdul 
Sadar, SR yang dalam dakwaan kedua oditur milter telah melakukan 
tindak pidana penganiayaan yang diatur didalam Pasal 351 (1) KUHP. 
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b) Unsur Kedua “Dengan Sengaja” 
 
 Menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja adalah 
mengkehendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta 
akibatnya.  
Bahwa istilah “dengan sengaja” apabila digunakan dalam suatu 
perumusan tindak pidana, maka menurut doktin harus ditafsirkan 
secara luas yaitu :   
1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) berarti 
terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-
betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan 
pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa. 
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan 
(opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) yang 
menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau 
kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat-akibatnya 
yang merupakan salah satu unsur delik yang telah terjadi, 
dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus 
eventualis). 
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut 
juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi 
sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si 
xc 
 
Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang 
(beserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin 
akan terjadi. 
Dalam hal ini kasus ini sudah jelas bahwa terdakwa melakukan 
dengan sengaja melakukan tindak pidana, hal ini dilihat dari bagaimana 
terdakwa melakukan tindakan secara sadar dan melakukan penamparan dan 
meninju korbannya. 
 
c) Unsur Ketiga “Melakukan Penganiayaan” 
Menurut Leden Marpaung menyebutkan bahwa penganiayaan adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa 
sakit  atau penderitaan kepada orang lain, akan tetapi merupakan suatu 
tindak pidana jika rasa tersebut untuk kesehatan35. 
R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa 
yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan 
“merusak kesehatan”: 
1.    “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali 
sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan 
sebagainya.  
2.    “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, 
menempeleng, dan sebagainya. 
                                                             
35 Leden Marpaung ,op.cit, hal 5 
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3.    “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan 
lain-lain. 
4.    “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan 
berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk 
angin. 
 Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan 
sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang 
diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. 
Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu 
bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa 
dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini 
pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu 
tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). 
Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan 
“melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut 
gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar 
anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di 
kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. 
Menurut penulis unsur ketiga ini telah memenuhi syarat karena hal ini 
dapat dibuktikan ada satu lembar Visum Et Repertum dari RS. 
TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Pare-pare Nomor : R/09/VI/2012 tanggal 18 Juni 
2012 atas nama Asril Taufiq Arsyas yang di tanda tangani oleh dr.Jumriani 
Karmila. 
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 Dalam pengungkapan kasus penganiayaan ini dan kasus-kasus yang 
lain, peran Visum Et Repertum sangat penting, karena Visum Et Repertum 
bisa mejadi alat bukti dalam persidangan, dan dari Visum Et Repertum 
tersebut kita dapat mengetahui akibat yang di timbulkan oleh tindakan 
terdakwa kepada korban. 
 Dalam Pasal 172(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1997 Tentang  Peradilan  Militer, menyatakan : 
 (1) Alat bukti yang sah ialah:  
 a. keterangan saksi;  
 b. keterangan ahli;  
 c. keterangan terdakwa;  
 d. surat; dan 
  e. petunjuk.  
Bukti Visum Et Repertum sangat jelas dikategorikan sebagai alat bukti 
surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 176 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang  Peradilan  Militer yang 
menyatakan : 
Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan 
atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:  
a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
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didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;  
b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 
d) surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya 
dengan isi alat pembuktian yang lain. 
Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa visum merupakan 
surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, visum masuk 
dalam kategori alat bukti surat. Dengan demikian visum memiliki nilai 
pembuktian di persidangan. 
 Oleh karena itu oditur militer dalam tuntutannya menetapkan barang 
bukti berupa visum, agar menjadi pertimbangan hakim dalam hal mengambil 
keputusan mengadili terdakwa. 
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B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada 
Pelaku Tindak Pidana Pidana Penganiayaan oleh  Aparat TNI di 
Pengadilan Militer III-16 Makassar  (Putusan Nomor : 02-K/PM III-
16/AD/I/2013) 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat 
keputusan yang akan dijatuhkan kepada. terdakwa. Dalam pengambilan  
keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian 
fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan 
sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang 
seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar  yang 
memeriksa  dan  mengadili perkara  ini pada dasarnya  berlandaskan pada 
fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berupa : 
a) Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Asril Taufiq Arsyad, Marini, 
Sahrum Sidalle, Hendrikus Lado, Muh Tahir, Rahmatullah, Idris 
Dalli, Agus Bakri. 
b) Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RS. 
TK.IV.07.07.03 Dr. Sumantri Pare-pare Nomor : R/09/VI/2012 
tanggal 18 Juni 2012 atas nama Asril Taufiq Arsyas yang di 
tanda tangani oleh dr.Jumriani Karmila. 
c) Keterangan terdakwa Abdul Sadar, SR. 
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d) 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Abdul 
Sadar selaku pihak I dengan Asril Taufiq Arsyad selaku pihak II 
yang ditandatangani pihak I dan pihak II dengan diketahui oleh 
Kasipers Rem 142/Tatag A.n. Letkol Caj Hasan Basri NRP. 
548888 dan Kasi Lor Rem 142/Tatag A.n. Letkol Arh Moch. 
Zaenal Abidin NRP. 1920041090570 
e) Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti 
surat dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sarna 
lain yang rnenyangkut perbuatan terdakwa. 
 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-
hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah 
dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis  telah memperoleh fakta- 
fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya 
sebagai berikut :   
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 
tahun 1983 melalui pendidikan Secata  Gel I di Malino Rindam 
VII/ Wrb selama empat bulan, lulus dilantik dengan pangkat 
Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di 
Bancee Kab. Bone selama tiga bulan dan  setelah selesai  
ditempatkan di Rindam VII/Wrb, kemudian pada tahun 1988 
dipindahkan ke Yonif 726/ Tml. Pada tahun 1992 mengikuti 
Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama empat bulan, lulus 
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dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 142/ tatag, 
kemudian pada tahun 2003 mengikuti Secapa di bandung 
Jabar, lulus dilantik pangkat Letda dan ditempatkan di Yonif 
721/Mks selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 
142/Tatag dan tahun 2008 dipindajkan ke Kodim 
1419/Enrekang kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke 
Deninteldam VII/Wrb dan pada bulan Januari 2012 dipindahkan 
ke Korem 142/Ttg  sampai dengan kejadian yang menjadikan 
perkara ini berpangkat Kapten Inf NRP.533071. 
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Asril Taufiq Arsyad 
(Saksi-1) sejak tahun 2009 di Makorem 142/Tatag dalam 
hubungan atasan dengan bawahan dan Terdakwa mengetahui 
kalau Saksi-1 adalah bawahan Terdakwa di Korem 142/Tatag, 
tetapi tidak ada hubungan keluarga. 
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira 
pukul 20.00 Wita saat Terdakwa bersama anggotanya A.n. 
Sertu Muh. Tahir (Saksi-5) dan Pratu Rahmatullah (Saksi-6) 
berada di hotel Gazzaz di Jl. Daeng Paranni Kota Pare-pare 
mengikuti rombongan Kasdam VII/Wrb telah menerima telepon 
dari anggota BIN A.n. Sdr. Anton yang memberitahukan kalau di 
Jl. Kusuma Kota Pare-pare ada anggota Korem 142/Tatag 
(Saksi-1) sedang mengamuk dan mengancam masyarakat lalu 
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Terdakwa memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-6 untuk 
mendatangi rumah Saksi-1. 
4. Bahwa benar setibanya Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-1 
sudah ada Serka Sahrum Sidalle (Saksi-3) Ba Unit Intel Kodim 
1405/Mlts, Serka Agus Bakri (Saksi-8) anggota Intel Kodim 
1405/ Mlts, Serda Hendikus Lado (Saksi-6) Danru Provoost 
Korem 142/ Tatag, Serda Sanusi Ba Intel Korem 142/Tatag dan 
Sdr. Idris Dalli (saksi-7) yang kebetulan rumahnya bersebelahan 
dengan rumah Saksi-1 lalu Saksi-7 mengatakan kepada Saksi-1 
“Pak Asril mengamuk di rumah saya, kenapa saya dituduh 
menyembunyikan isterinya?” tidak lama kemudian datang 
terdakwa lalu memerintahkan Saksi-3 untuk memanggil Saksi-1 
di dalam rumah Saksi-1. 
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 keluar dari dalam rumahnya 
selanjutnya Saksi-1 langsung menghadap Terdakwa 
selanjutnya tanpa banyak bicara Terdakwa langsung menampar 
pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga 
Saksi-1 mundur beberapa langkah ke belakang lalu Terdakwa 
memerintahkan Saksi-1 untuk merapat kembali kemudian 
Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara meninju dengan 
menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali 
mengenai bagian pipi kanan dan dahi sebelah kanan hingga 
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Saksi-1 merasa pusing dan mundur kurang lebih 4 (empat) 
langkah akhirnya terjatuh ke tanah. 
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan kepada 
Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk membawa Saksi-1 masuk 
kedalam rumah Saksi-1 lalu Saksi-1 menghubungi temannya 
pengemudi Taxi Mitra Utama A.n. Sdr. Ladanrem lalu Saksi-1 
pergi ke RS. Sumatri Parepare menggunakan mobil Taxi untuk 
mendapatkan perawatan selanjutnya Saksi-1 dirujuk ke RS. 
Pelamonia Makassar dan dirawat selama 3 (tiga) hari.   
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 
bawahannya (Saksi-1) dikarenakan merasa emosi setelah 
menerima laporan dari Sdr. Anton (anggota BIN) kalau Saksi-1 
telah melakukan keributan dan mengancam serta menuduh 
Saksi-7 menyembunyikan isterinya A.n. Sdri. Marini (Saksi-2) di 
rumah Saksi-7. 
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum 
Et Repertum dari RS. TK. IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare 
Nomor R/09/VI/2012 A.n. Asril Taufik Arsyad yang 
ditandatangani oleh dr. Jumriani Kamila didapatkan hasil luka 
bengkak/ memar warna merah kebiruan pada dahi ukuran 
kurang lebih 4X5 cm dan bengkak pada tulang pipi sebelah 
kanan warna kebiruan ukuran kurang lebih 5X5 cm dengan 
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kesimpulan Luka bengkak dan memar diakibatkan oleh benda 
tumpul. 
 Didalam memeriksa dan mengadili perkara secara umum, 
pertimbangan seorang Hakim dalam lingkungan peradilan militer adalah 
untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, maupun 
kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap 
tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti 
sebagai prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas yang diberikan 
kepadanya walaupun dihadapkan pada situasi yang bagaimanapun sulitnya, 
prajurit TNI harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan 
hukum yang berlaku. 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Pelaku 
tindak pidana Penganiayaan oleh aparat/anggota TNI di Pengadilan Militer 
III–16 Makassar  berdasarkan Putusan Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / 1 / 
2013,  dimana Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada 
Oditurat Militer III-16Makasar Nomor : SDAK/179/XII/2012 tanggal 3 
Desember 2012 pada pokoknya , Bahwa mengenai tindak pidana yang 
didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara 
Alternatif yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut : 
 Pertama : 
1. Unsur kesatu : “Militer”  
2. Unsur kedua :  “Yang dalam dinas”.     
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3. Unsur ketiga  :“Dengan sengaja memukul atau 
menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain 
menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam 
dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan 
nyata mengancam dengan kekerasan”. 
 Atau 
  Kedua 
1. Unsur ke- 1  :  “Barangsiapa”.  
2. Unsur ke- 2  :  “Dengan sengaja”.  
3. Unsur ke- 3  :  “Melakukan penganiayaan” 
 Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer  tersebut disusun secara 
alternative maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan 
bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dan setelah 
meneliti dan mencermati Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternative 
kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap 
dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
 
Unsur ke-1 “Barangsiapa” 
 Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, menurut undang- 
undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang- undangan 
yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7dan 8 KUHP), dalam hal 
ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI. 
ci 
 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari 
keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang 
diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal  sebagai berikut : 
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 
tahun 1983 melalui pendidikan Secata  Gel I di Malino Rindam 
VII/ Wrb selama empat bulan, lulus dilantik dengan pangkat 
Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di 
Bancee Kab. Bone selama tiga bulan dan  setelah selesai  
ditempatkan di Rindam VII/Wrb, kemudian pada tahun 1988 
dipindahkan ke Yonif 726/ Tml. Pada tahun 1992 mengikuti 
Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama empat bulan, lulus 
dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Korem 142/ tatag, 
kemudian pada tahun 2003 mengikuti Secapa di bandung 
Jabar, lulus dilantik pangkat Letda dan ditempatkan di Yonif 
721/Mks selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 
142/Tatag dan tahun 2008 dipindajkan ke Kodim 
1419/Enrekang kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke 
Deninteldam VII/Wrb dan pada bulan Januari 2012 dipindahkan 
ke Korem 142/Ttg  sampai dengan sekarang. 
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah Warga 
Negara Indonesia yang harus tunduk pada hukum yang berlaku 
di Indonesia. 
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 Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu 
“Barang siapa” telah terpenuhi. 
 
Unsur Kedua :  “Dengan sengaja”. 
 Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja (kesengajaan) didalam 
doktrin hukum adalah : 
a) Kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan yang  dilarang 
atau diharuskan undang-undang. 
b) Tujuan dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu. 
c) Kesengajaan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai    dengan 
motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak 
dicapai. 
2. Antara motif  perbuatan dan tujuan harus ada hubungan 
kausal dalam batin Terdakwa. 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari 
keterangan para saksi dibawah   sumpah, keterangan Terdakwa yang 
diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 20.00 
Wita saat Terdakwa bersama anggotanya A.n. Sertu Muh. Tahir 
(Saksi-5) dan Pratu Rahmatullah (Saksi-6) berada di hotel Gazzaz di 
Jl. Daeng Paranni Kota Pare-pare mengikuti rombongan Kasdam 
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VII/Wrb telah menerima telepon dari anggota BIN A.n. Sdr. Anton yang 
memberitahukan kalau di Jl. Kusuma Kota Pare-pare ada anggota 
Korem 142/Tatag (Saksi-1) sedang mengamuk dan mengancam 
masyarakat lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-5 dan Saksi-6 untuk 
mendatangi rumah Saksi-1 
2. Bahwa benar setibanya Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-1 sudah 
ada Serka Sahrum Sidalle (Saksi-3) Ba Unit Intel Kodim 1405/Mlts, 
Serka Agus Bakri (Saksi-8) anggota Intel Kodim 1405/Mlts, Serda 
Hendikus Lado (Saksi-4) Danru Provoost Korem 142/Tatag, Serda 
Sanusi Ba Intel Korem 142/Tatag dan Sdr. Idris Dalli (saksi-7) yang 
kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi-1 lalu Saksi-7 
mengatakan kepada Saksi-1 “Pak Asril mengamuk di rumah saya, 
kenapa saya dituduh menyembunyikan isterinya?” tidak lama 
kemudian datang terdakwa lalu memerintahkan Saksi-3 untuk 
memanggil Saksi-1 di dalam rumah Saksi-1. 
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 keluar dari dalam rumahnya selanjutnya 
Saksi-1 langsung menghadap Terdakwa selanjutnya tanpa banyak 
bicara Terdakwa langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 
sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-1 mundur beberapa langkah ke 
belakang lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk merapat 
kembali kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara meninju 
dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali 
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mengenai bagian pipi kanan dan dahi sebelah kanan hingga Saksi-1 
merasa pusing dan mundur kurang lebih 4 (empat) langkah akhirnya 
terjatuh ke tanah. 
4. Bahwa benar dalam melakukan perbuatan ini adalah dalam keadan 
sadar dimana Terdakwa menghendaki serta menginsyafi terjadinya 
suatu tindakan yang berakibat sakitnya Saksi-1. 
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 
kedua “Dengan sengaja”  telah terpenuhi. 
 
 
Unsur Ketiga :  “Melakukan penganiayaan”. 
 Bahwa benar dalam melakukan perbuatan ini adalah dalam keadaan 
sadar dimana Terdakwa menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu 
tindakan yang berakibat sakitnya Saksi-1. 
1. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/ kepada orang lain itu 
merupakan tujuan atau kehendaki dari si pelaku (terdakwa) kehendak 
atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan 
yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada 
orang lain/diri orang lain. 
2. Menganai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam 
antara lain, dengan adanya sentuhan  pada badan orang lain yang 
dengan sendirinya men imbulkan rasa sakit atau luka. 
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3. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, 
menginjak dan sebagainya. 
4. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan 
melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit 
atau sesuatu penyakit (Ziekte). 
5. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat 
di dalam badan manusia. 
 Sedangkan yang dimaksud orang lain berarti bukan diri Terdakwa 
sendiri. 
 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi 
dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum  sebagai 
berikut : 
1. Bahwa benar setelah Saksi-1 keluar dari dalam rumahnya 
selanjutnya Saksi-1 langsung menghadap Terdakwa selanjutnya 
tanpa banyak bicara Terdakwa langsung menampar pipi kiri dan pipi 
kanan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-1 mundur 
beberapa langkah ke belakang lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-
1 untuk merapat kembali kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 
dengan cara meninju dengan menggunakan tangan mengepal 
sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kanan dan dahi sebelah 
kanan hingga Saksi-1 merasa pusing dan mundur kurang lebih 4 
(empat) langkah akhirnya terjatuh ke tanah. 
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2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 
bawahannya (Saksi-1) dikarenakan merasa emosi setelah menerima 
laporan dari Sdr. Anton (anggota BIN) kalau Saksi-1 telah melakukan 
keributan dan mengancam serta menuduh Saksi-7 menyembunyikan 
isterinya A.n. Sdri. Marini (Saksi-2) di rumah Saksi-7. 
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et 
Repertum dari RS. TK. IV.07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor 
R/09/VI/2012 A.n. Asril Taufik Arsyad yang ditandatangani oleh dr. 
Jumriani Kamila didapatkan hasil luka bengkak/memar warna merah 
kebiruan pada dahi ukuran kurangt lebih 4X5 cm dan bengkak pada 
tulang pipi sebelah kanan warna kebiruan ukuran kurang lebih 5X5 
cm dengan kesimpulan Luka bengkak dan memar diakibatkan oleh 
benda tumpul. 
 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga 
“Melakukan Penganiayaan”  telah terpenuhi. 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu hakim yang 
mengadili perkara ini di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu Mayor Chk I 
Gede Made Suryawan, S.H mengatakan : 
 “Dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam 
persidangan, majelis hakim tidak menggunakan Pasal 131(1) KUHPM dan 
memilih memakai Pasal 351  (1) KUHP , karena dalam unsur-unsur yang ada 
dalam Pasal 131 (1) KUHPM tidak semua terpenuhi , terdapat unsur yaitu 
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unsur kedua “Yang dalam dinas” tidak terpenuhi ,karena hakim menganggap 
tindakan dalam perkara ini dilakukan di luar jam dinas, karena tidak 
melaksanakan tugas sebagai militer” 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan 
pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat 
terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana  diatur dan diancam dengan pidana 
dalam Pasal 351 ayat (1)   KUHP. 
 Dalam menetapkan putusan, dasar seorang hakim adalah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Dengan demikian, 
dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat 
kepada Allah SWT.  Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia 
bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.   
 Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek 
didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin 
ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan 
adanya kecakapan teknik membuatnya.  Oleh karena itu hakim tidak berarti 
dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung 
jawabkan putusannya. 
 Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu  Majelis  Hakim akan  
mempertimbangkan  hal-hal yang  dapat dijadikan dasar sebagai alasan yang 
dapat  meringankan  atau yang dapat memberatkan     pidana    terdakwa,. 
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 Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah 
sebagai berikut : 
 Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya. 
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. 
3. Antara Terdakwa dengan Saksi-1 (korban) sudah berdamai. 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang 
berpengaruh buruk bagi anggota yang lain. 
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI. 
Berdasarkan uraian diatas terdapat hal yang meringankan yaitu adanya 
surat keterangan damai, wawancara penulis dengan salah satu hakim yang 
mengadili perkara ini di Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu Mayor Chk I 
Gede Made Suryawan, S.H mengatakan : 
“Surat keterangan damai juga menjadi pertimbangan majelis 
hakim dalam menjatuhkan putusan , surat keterangan damai 
antara terdakwa dan korban merupakan bukti bahwa terdakwa 
memiliki itikad baik, dan mengakui kesalahannya terhadap 
korban” 
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Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan beberapa  
narasumber yang  berkompeten  dalam  perkara  ini maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan  
putusan telah  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku berdasar  pada  
semua  fakta-fakta  serta  bukti-bukti  yang  terungkap dalam persidangan. 
Dalam peradilan militer mengenai musyawarah dan putusan oleh 
majelis hakim sangat jelas diatur dalam Pasal 188 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang  Peradilan  Militer , yang berisi : 
1. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5), Hakim mengadakan 
musyawarah secara tertutup dan rahasia. 
2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang 
terbukti dalam pemeriksaan di sidang. 
3. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua mengajukan 
pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim 
yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan 
pendapatnya adalah Hakim Ketua dan semua pendapat harus 
disertai pertimbangan beserta alasannya. 
4. Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil 
permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah 
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diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a) putusan diambil dengan suara terbanyak; 
b) apabila ketentuan tersebut pada huruf a tidak 
dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah 
pendapat Hakim yang paling menguntungkan 
Terdakwa. 
5. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dicatat dalam buku himpunan putusan yang 
disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut 
sifatnya rahasia. 
6. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada 
hari itu juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus 
diberitahukan kepada Oditur, Terdakwa, atau Penasihat 
Hukumnya. 
Penulis menilai bahwa dalam penanganan suatu perkara tindak pidana 
militer, sama halnya dengan di peradilan umum yang berhak dalam 
penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim dengan 
berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses persidangan, seperti pada contoh 
kasus dengan pelaku tindak penganiayaan di atas, dalam hal ini hakimlah 
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yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku 
Insubordinasi tersebut.   
Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara 
pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan 
demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah 
pertimbangan tersebut memberatkan atau pun meringankan pidana, yang 
melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. 
Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan 
kebenaran fisolofis (keadilan), kebenaran yuridis (hukum), dan kebenaran 
sosiologis (sosial). Maka dari itu dalam memutuskan suatu  perkara hakim 
harus melihat aspek-aspek tersebut, agar putusan yang dihasilkan hakim 
tidak mengesampingkan  keadilan dan juga tidak mengesampikan hak-hak 
terdakwa dan korban. Karena sebenarnya aspek yang ingin dicapai adalah 
untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatanyang dilakukan 
oleh pelakunya dan juga upaya represif agar penjatuhan pidana membuat 
pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  hasll penelitian dan  pembahasan  tersebut  diatas, maka 
penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor : 02-K/ 
PM III-16 / AD / I / 2013 Pengadilan  Milter III-16 Makassar 
sudah tepat karena oditur militer dalam dakwaan primair 
menerapkan Pasal 131 ayat (1) KUHPM dimana perbuatan 
terdakwa dengan memukul dan menyakiti , dengan tindakan 
nyata menyerang seorang bawahannya dan juga oditur militer 
mendakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan subsidair 
dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak penganiayaan, 
karena dalam Pasal 351 ayat (1) unsure “Barangsiapa” menurut 
undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di negara ini (Pasal 2 
sampai dengan 5, 7dan 8 KUHP) , dalam hal ini  termasuk juga 
terdakwa sebagai prajurit atau aparat TNI. 
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2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan  
dalam perkara  dengan  Nomor : 02-K/ PM III-16 / AD / I / 2013 
Pengadilan  Milter III-16 Makassar menurut hemat Penulis 
sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 
KUHAP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan 
yang diatur pada Pasal 351 ayat (1). 
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B. Saran 
1. Hakim Militer dalam memutus suatu perkara disarankan untuk 
lebih mempertimbangkan kebenaran fisolofis (keadilan), 
kebenaran yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial)  
dengan harapan,  seorang Hakim dalam membuat putusan 
dapat bertindak adil dan bijaksana agar memenuhi rasa 
keadilan dan menjamin kepastian hokum. 
 
2. Diharapkan Majelis hakim dalam menjatuhkan  sanksi terhadap 
terdakwa dalam   suatu   perkara   hendaknya   memperhatikan 
secara  cermat aspek psikologis dari terdakwa  sehingga ketika 
terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi 
kembali perbuatannya tersebut. Karena terdakwa sudah 
merusak citra TNI dan juga perbuatan terdakwa bertentangan 
dengan sendi-sendi disiplin TNI yang berpengaruh buruk bagi  
anggota yang lain. 
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